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Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Permenpanrb Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan BKN RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil

5. Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penetapan danfatau
Penyesuaian serta Pemberian Selisih Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
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2.
3.
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Pendidikan minimal SLTA

Mampu mengoperasikan komputer
Memahami prosedur pensiun pegawai
User pengguna srikandi

Keterkaitan:

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penyusunan Laporan Disiplin
SOP Surat keluar secara elektronik

aHrWN =

Scanner

Komputer/Laptop/Android

Jaringan Internet

Web browser

Email sub bagian kepegawaian dan umum

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan :

Apabila proses pengajuan usulan pensiun pegawai tidak berjalan, maka akan berdampak pada
terhambatnya penetapan surat keputusan pensiun pegawai.

1.
2.

Dokumen kelengkapan usulan pensiun
Surat pengantar usulan pensiun




bulan ditetapkannya keputusan
pemberhentian oleh Presiden atau PPK

teknis BKN dan
DPCP

Pelaksana Mutu Baku
Pejabat
Atasan Kepala Badan .
b T atan Ket
He Ahapited) Femalion Langsung Pejabat JPT Kepegawal Pemblng Presiden Kelengkapan Waktu Output
(PNS/CPNS) Pratama Kepegaw
Pemohon Daerah
(PPK)
Mengajukan surat permohonan berhenti Surat permohonan | 5 menit |Surat permohonan iflftia";a keputusan P?g‘bem?ﬂla“:; ?:*9:
kepada Presiden melalui Pejabat dan dokumen dan dokumen e n, pemohon wajb menja n tugas
dan tanggung b. Apabila dila kai
Pembina Kepegawaian secara hirarki pendukungnya PE S djannh nmnj:r\:'a disi:fna sewalml?eat;r:ua:
— yang berlaku.

Meneruskan surat permohonan kepada Surat permohonan| 5 menit |Surat permohonan
pimpinan unit kerja minimal pejabat JPT, dan dokumen dan dokumen
Pratama pendukungnya pendukungnya
Meneruskan surat permohonan kepada Surat pengartar, 15 menit |Surat pengantar,
PyB melalui Kepala BKD permohonan dan permohonan dan

dokumen dokumen

pendukungnya pendukungnya
Meneruskan surat permohonan kepada Surat pengaritar, 1 hari Permohonan,
PPK disertai catatan rekomendasi L permohonan dan dokumen
disetujui, ditunda atau ditolaknya <€ "°‘<:”‘ke" pendukung dan
permohonan yang bersangkutan pendukungnya rekomendasi
Meneruskan surat permohonan kepada Tidak Permohonan, 14 hari kerja|Keputusan PPK
Presiden disertai catatan rekomendasi dokumen
disetujui, ditunda atau ditolaknya a pendukung dan
permohonan apalbila PNS (pemohon) rekomendasi
yang menduduki JPT utama, JPT)
madya atau JF keahlian utama Ya
Mencermati permohonan dan Tidak ||Permohonan, 14 hari kerja|Keputusan
memberikan persetujuan, penundaan dokumen Presiden
atau penolakan permohonan pendukung dan
pemberhentian permohonan pensiun rekomendasi
pemohon secara lengkap kepada PPK.
Apabila permohonan ditunda atau
ditolak akan disampaikan secara tertulis
oleh PPK. Ya
Presiden atau PPK menetapkan Keputusan PPK 1 hari Pertimbangan |SOP Surat keluar secara elektronik
keputusan pemberhentian PNS dengan atau Presiden teknis BKN dan
mendapat hak kepegawaian sesuai dan DPCP
dengan ketentuan peraturan perundang l ' pertimbangan
undangan setelah mendapatkan teknis BKN
pertimbangan teknis Kepala BKN atau
Kepala Kantor Regional BKN
Pemberhentian berlaku sejak akhir Pertimbangan 1 hari SK Pensiun

Waktu penyelesaian : 17 hari 25 menit




